PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR :       /P/M.KOMINFO/       /2007

TENTANG

PENGGUNAAN ORBIT SATELIT UNTUK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan satelit;



	
	
	b.
	bahwa orbit satelit merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga penggunaan orbit satelit oleh satelit Indonesia harus seefisien mungkin dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;



	
	
	c.
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur ketentuan mengenai penggunaan orbit satelit untuk penyelenggaraan telekomunikasi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.



	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);



	
	
	2.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles Govening the Activities of the State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya, 1967); 



	
	
	3.
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);



	
	
	4.
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);



	
	
	5.
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);



	
	
	6.
	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object, 1972 (Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional Terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-Benda Antariksa, 1971);



	
	
	7.
	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengesahan Convention on Registration of Object Launched into Outer Space, 1975 (Konvensi Tentang Registrasi Benda-Benda yang diluncurkan ke Antariksa, 1975);



	
	
	8.
	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement on The Rescue of Astronauts, The Return of Astronauts and The Return of Object Launched into Outer Space (Persetujuan Tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-Benda yang diluncurkan ke Antariksa)



	
	
	9.
	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pengesahan Instruments Amending The Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, Marrakesh, 2002 (Intrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Marrakesh, 2002);



	
	
	10.
	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;



	
	
	11.
	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;



	
	
	12.
	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 40/P/M.KOMINFO/12/2006;



	
	
	13.
	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2004;



	
	
	14.
	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.Kominfo/4/2005 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;



	
	
	15.
	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 37/P/M.KOMINFO/12/2006.  


	
	11.
	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;



	
	
	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan
	:
	PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN ORBIT SATELIT UNTUK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

2. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

3. Satelit adalah suatu benda yang beredar di ruang angkasa dan mengelilingi bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali dan atau menerima, memproses dan memancarkan kembali sinyal komunikasi radio;

4. Stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio;

5. Komunikasi radio adalah telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio;

6. Orbit satelit adalah suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh pusat masa satelit;

7. Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio; 

8. Peraturan Radio (Radio Regulation) adalah ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ditetapkan dalam Konstitusi (Constitution) dan Konvensi (Convention) Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union/ ITU) yang mengatur tata cara penggunaan frekuensi radio serta pendaftaran, koordinasi dan notifikasi frekuensi radio untuk penggunaan sistem komunikasi terrestrial maupun satelit; 

9. Satelit Indonesia adalah  satelit yang didaftarkan  ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia;

10. Satelit asing adalah  satelit yang didaftarkan  ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi negara lain;

11. Penyelenggara satelit Indonesia adalah penyelenggara telekomunikasi yang memiliki dan atau menguasai satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia, dan telah mendapat hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) dari Menteri.

12. Stasiun adalah satu atau lebih pemancar atau penerima ataupun gabungan antara pemancar dan penerima, termasuk perangkat pelengkap yang diperlukan pada suatu lokasi untuk menyelenggarakan dinas komunikasi radio atau dinas radio astronomi;

13. Stasiun Bumi adalah stasiun yang terletak di permukaan bumi atau di dalam sebagian atmosfir bumi dan dimaksudkan untuk berkomunikasi yang dikhususkan pada sistem satelit;

14. Stasiun Angkasa adalah suatu stasiun yang terletak pada suatu benda yang berada di luar sebagian besar atmosfir bumi, yang akan melintasi sebagian besar atmosfir bumi dan atau pernah melintasi sebagian besar atmosfir bumi;

15. Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio, yang selanjutnya disebut BHP spektrum frekuensi radio, adalah kompensasi atas penggunaan frekuensi radio sesuai dengan izin yang diterima;

16. Lembaga penyiaran berlangganan adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan;

17. Hak labuh (landing right) adalah hak yang diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada penyelenggara telekomunikasi atau  lembaga penyiaran berlangganan dalam rangka bekerja sama   dengan  penyelenggara telekomunikasi asing; 
18. Administrasi Telekomunikasi adalah negara yang diwakili oleh pemerintah negara yang bersangkutan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban Konstitusi dan Konvensi Telekomunikasi Internasional dan peraturan yang menyertainya;

19. Penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia adalah Menteri;

20. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;

21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

PENGGUNAAN ORBIT SATELIT UNTUK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama

Prinsip Umum

Pasal 2

(1) Menteri berwenang untuk melakukan penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan orbit satelit untuk penyelenggaraan telekomunikasi.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan : 

a. pelaksanaan eksplorasi ruang angkasa oleh setiap negara dilakukan untuk tujuan damai;

b. setiap negara memiliki hak yang sama atas penggunaan orbit satelit dan spektrum frekuensi radio;

c. spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan adalah sumber daya alam terbatas yang harus digunakan secara efisien dan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat;

d. orbit satelit yang berada di ruang angkasa bukan merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara;

e. negara memikul tanggung jawab internasional atas setiap aktivitas nasionalnya pada ruang angkasa meskipun aktifitas tersebut dilakukan oleh instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah;

f. aktifitas di ruang angkasa yang dilaksanakan oleh organisasi internasional dan atau beberapa negara yang tergabung dalam pengelolaan ruang angkasa merupakan tanggung jawab internasional yang harus dipikul oleh organisasi internasional dan atau negara-negara yang tergabungnya;

g. negara yang meluncurkan dan yang meminta peluncuran serta negara darimana peluncuran dilakukan memikul tanggung jawab internasional atas kerugian yang timbul terhadap negara lain;

h. penyediaan layananan kapasitas oleh satelit asing di wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan dunia sebagaimana diatur dalam World Trade Organization (WTO);

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri antara lain dapat :

a. melakukan penelitian dan pengembangan penggunaan orbit satelit dan spektrum frekuensi radio nasional ;

b. merencanakan penggunaan orbit satelit dan spektrum frekuensi radio nasional;

c. menentukan prioritas dan mendayagunakan penggunaan orbit satelit dan spektrum frekuensi radio nasional;

d. mengkoordinasikan penggunaan orbit satelit dan spektrum frekuensi radio nasional;

e. menotifikasi penggunaan orbit satelit dan spektrum frekuensi radio nasional;

f. memonitoring, mengobservasi serta menertibkan penggunaan orbit satelit dan spektrum frekuensi radio nasional.

Bagian Kedua

Peluang Usaha Penggunaan Orbit Satelit 
Pasal 4

(1) Menteri mengumumkan secara terbuka peluang usaha untuk menggunakan orbit satelit.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :

a. 
rencana slot orbit satelit dan pita frekuensi radio yang akan didaftarkan penggunaannya;

b.
persyaratan dan tata cara permohonan;

c. 
tempat dan waktu pengajuan permohonan;

d. 
biaya-biaya yang harus dibayar;

e. 
kriteria seleksi dan atau evaluasi.

Pasal 5

(1) Dalam hal calon penyelenggara satelit Indonesia yang berminat untuk menggunakan slot orbit satelit tertentu lebih dari 1(satu), dapat dilakukan seleksi untuk memilih penyelenggara satelit Indonesia. 

(2) Dalam hal calon penyelenggara satelit Indonesia yang berminat untuk menggunakan slot orbit satelit tertentu hanya 1 (satu), dilakukan evaluasi terhadap permohonan calon penyelenggara satelit Indonesia.

(3) Seleksi dan atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

(4) Tata cara seleksi dan atau evaluasi diatur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Persyaratan Permohonan Pendaftaran Penggunaan Slot Orbit Satelit (Filing)
Pasal 6

Calon penyelenggara satelit Indonesia yang berminat untuk menggunakan slot orbit satelit wajib mengajukan permohonan pendaftaran  penggunaan orbit satelit (filing) kepada Menteri.

Pasal 7

(1) Permohonan pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dilampirkan data antara lain:

a. Kepemilikan saham perusahaan;

b. Rencana proyek dan bisnis;

c. Keterangan analisis pemilihan lokasi orbit dan sistem yang akan digunakan;

d. Data-data spektrum frekuensi radio yang digunakan, daerah cakupan dan jumlah transponder satelit; 

e. Jenis satelit yang akan digunakan;
f. Konstruksi satelit;

g. Profil perusahaan pembuat satelit; 

h. Opsi pembelian/cara pembelian/cara pembayaran satelit;
i. Rencana tahapan pengadaan satelit;

j. Asuransi satelit;
k. Profil perusahaan peluncur satelit;
l. Peluncuran satelit;
m. Pengujian penempatan satelit di orbit (in orbit test);
n. Format kerjasama dengan pihak lain;
o. Asuransi / risk management (physical collision, economic harm, kerugian terhadap pihak ketiga baik di permukaan bumi, di udara dan di ruang angkasa)
p. Kepemilikan satelit (ownership);

q. Surat pernyataan sanggup mengikuti prosedur pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing); 

r. Surat pernyataan sanggup memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh ITU;

s. Surat pernyataan sanggup menanggung biaya pendaftaran satelit yang ditetapkan oleh ITU;  

t. Surat pernyataan bahwa pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) satelit di orbit tertentu akan digunakan sendiri;
u. Surat pernyataan yang berupa pakta integritas;
v. Surat pernyataan sanggup melaksanakan koordinasi satelit dengan seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri;

w. Surat pernyataan akan membiayai/menanggung seluruh biaya yang timbul dalam proses pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) sampai berhasil dinotifikasi ke ITU termasuk biaya-biaya yang timbul dari proses koordinasi;

(2) Dalam hal diperlukan, calon penyelenggara satelit Indonesia wajib melampirkan keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan.

Bagian Keempat

Mekanisme Pendaftaran Penggunaan Slot Orbit Satelit (Filing)
Pasal 8

(1) Menteri mendaftarkan penggunaan slot orbit satelit (filing) ke ITU berdasarkan berkas permohonan yang disampaikan oleh calon penyelenggara satelit Indonesia yang ditetapkan berdasarkan hasil seleksi atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). 

(2) Pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendaftaran:

a. penggunaan slot orbit satelit beserta seluruh spektrum frekuensi radio yang dapat digunakan yang diusulkan oleh calon penyelenggara satelit Indonesia; atau

b. penggunaan slot orbit satelit beserta  beberapa jenis spektrum frekuensi radio tertentu yang diusulkan oleh beberapa calon penyelenggara satelit Indonesia.
Pasal 9

Pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Radio (Radio Regulation) dengan melalui tahapan:

a. 
Publikasi Awal (Advanced Publication);

b.
Koordinasi (Coordination);

c. 
Pemeriksaan Menyeluruh (Due Diligence); dan

d.
Notifikasi (Notification).

Pasal 10

(1) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan dikembalikan kepada calon penyelenggara satelit Indonesia apabila:

a. terdapat kekurangan persyaratan, tidak dilengkapi dengan informasi atau data yang dibutuhkan sebagaimana ditetapkan oleh ITU; dan atau

b. terdapat permintaan tambahan informasi oleh ITU.

(2) Calon penyelenggara satelit Indonesia wajib melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diajukan kembali kepada Menteri dalam jangka waktu sesuai ketentuan ITU.

Pasal 11

(1) Koordinasi satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib dilakukan oleh calon penyelenggara satelit Indonesia terhadap semua penyelenggara satelit terkait, baik penyelenggara satelit Indonesia maupun penyelenggara satelit asing.

(2) Setiap kesepakatan yang dicapai dalam koordinasi satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 12

Pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) yang telah selesai dikoordinasikan dengan semua penyelenggara satelit terkait dan telah dilakukan pemeriksaan menyeluruh (due diligence) diajukan oleh Menteri kepada ITU untuk mendapatkan status Notifikasi (Notification).

Pasal 13

Pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) yang telah mendapat status Notifikasi (Notification) wajib mengikuti koordinasi tambahan dalam hal terdapat:

a.  modifikasi atas sistem yang digunakan;

b.  permintaan koordinasi dari negara lain.

Bagian Kelima

Hak atas Pendaftaran  Penggunaan Slot Orbit Satelit (Filing)
Pasal 14

(1) Pendaftaran penggunaan slot orbit satelit yang telah mendapat status Notifikasi (Notification) dari ITU dapat dimanfaatkan  oleh calon penyelenggara satelit Indonesia setelah mendapat hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing).

(2) Hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.

(3) Hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara satelit Indonesia.

Pasal 15

Dalam hal terdapat berbagai jenis spektrum frekuensi radio yang didaftarkan dalam pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) tertentu, hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) dapat diberikan kepada lebih dari 1 (satu) calon penyelenggara satelit Indonesia. 
Pasal 16

(1) Penyelenggara satelit Indonesia dilarang mengalihkan hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) kepada calon penyelenggara satelit Indonesia lain.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga untuk penyelenggara satelit Indonesia yang telah beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 17 

(1) Dalam hal penyelenggara satelit Indonesia melanggar ketentuan hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing),  Menteri dapat mencabut dan atau mengalihkan hak tersebut kepada calon penyelenggara satelit Indonesia lain.

(2) Pengalihan hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melalui proses seleksi atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keenam

Pengadaan Satelit 
Pasal 18

(1) Penyelenggara satelit Indonesia wajib menyerahkan rencana akhir pengadaan satelit kepada Menteri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa laku penggunaan slot orbit satelit (date of bringing into use).

(2) Rencana pengadaan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. analisis manajemen; dan

b. analisis teknik.

(3) Analisis manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi antara lain:
a.  kepemilikan saham;

b.  rencana proyek dan bisnis;

c.  profil perusahaan pembuat satelit;

d.  profil perusahaan  peluncur satelit;

e.  rencana kemajuan dan monitoring yang  menunjukkan pencapaian kemajuan    pengadaan satelit; 


f.  asuransi.  

(4) Analisis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi antara lain:

a.  jenis satelit (spesifikasi, jenis payload); 

b.  interferensi;

c.  konstruksi satelit;

d.  peluncuran satelit;

e.  pengujian penempatan satelit di orbit (in orbit test).

(5) Dalam hal penyelenggara satelit Indonesia tidak menyerahkan rencana pengadaan satelit kepada Menteri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mencabut hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) dan atau mengalihkan hak dimaksud kepada calon penyelenggara satelit Indonesia lain.
(6) Pengalihan hak  atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui proses seleksi atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). 
Pasal 19

(1) Penyelenggara satelit Indonesia yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) wajib melaporkan kepada Menteri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya masa laku penggunaan slot orbit satelit (date of bringing into use).

(2) Menteri dapat mengalihkan hak hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) dimaksud kepada calon penyelenggara satelit Indonesia lain dan dilaksanakan melalui proses seleksi atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). 
Bagian Ketujuh

Pengadaan Kendaraan Peluncur Satelit, 

Kegiatan Peluncuran Satelit dan Tanggung Jawab Perdata

Pasal 20

(1) Pengadaan kendaraan peluncur satelit wajib dilaporkan kepada Menteri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. Profil perusahaan pembuat kendaraan peluncur satelit;

b. Spesifikasi teknis kendaraan peluncur satelit;

c. ………………..;

d. ……………….;

Pasal 21

(1) Kegiatan peluncuran dan penempatan satelit pada spot orbit wajib dilaporkan kepada Menteri.

(2) Laboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. Laporan sebelum kegiatan peluncuran dan penempatan satelit pada slot orbit satelit yang meliputi antara lain: 

i. waktu dan tempat peluncuran satelit;

ii. rencana teknis kegiatan peluncuran dan penempatan satelit.

iii. masa operasi satelit (satellite lifetime).

b. Laporan setelah kegiatan peluncuran dan penempatan satelit pada slot orbit satelit, yang meliputi antara lain:

i. Pengujian penempatan satelit di orbit (in orbit test);

ii. Hasil keseluruhan kegiatan peluncuran dan penempatan satelit termasuk sistem kontrol satelit (telemetry, tracking and command / TT&C)
Pasal 22

Setelah satelit diluncurkan dan beroperasi, Menteri melakukan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri atas penggunaan satelit di ruang angkasa.

Pasal 23

Dalam hal terjadi kerugian perdata terhadap suatu negara atau pihak lain akibat kegiatan peluncuran dan penempatan satelit, penyelenggara satelit Indonesia bertanggung jawab secara perdata terhadap penanggulangan ganti rugi perdata dan wajib melaporkan kepada Menteri.

Bagian Kedelapan

Akhir Masa Operasi

Pasal 24

(1) Dalam hal penyelenggara satelit Indonesia tidak lagi menggunakan hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) akibat suatu satelit habis masa operasinya atau disebabkan satelit tidak dapat berfungsi sesuai dengan rencana penggunaannya, Menteri dapat mencabut hak dimaksud dan atau mengalihkan hak dimaksud kepada calon penyelenggara satelit Indonesia lain.

(2) Pengalihan hak  atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses seleksi atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). 
Pasal 25

(1) Dalam hal penyelenggara satelit Indonesia bermaksud memperpanjang hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) yang disebabkan karena suatu satelit akan habis masa operasinya, penyelenggara satelit Indonesia wajib melaporkan kepada Menteri rencana perpanjangan hak dimaksud sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya masa operasi satelit.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. rencana proyek dan bisnis;

b. kepemilikan saham;
c. profil perusahaan pembuat satelit;
d. profil perusahaan  peluncur satelit;
e. rencana kemajuan dan monitoring yang menunjukkan pencapaian kemajuan pengadaan satelit; 

f. asuransi;
g. jenis satelit; 

h. interferensi;

i. konstruksi satelit;

j. peluncuran satelit;

k. pengujian penempatan satelit di orbit (in orbit test).

(3) Dalam hal penyelenggara satelit Indonesia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 60 (enam puluh) hari kerja.

(4) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan penyelenggara satelit Indonesia tidak melaporkan rencana perpanjangan hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing), Menteri dapat  mencabut hak dimaksud dan atau mengalihkan hak dimaksud kepada calon penyelenggara satelit Indonesia lain.

(5) Pengalihan hak  atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui proses seleksi atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). 
Pasal 26

(1)  Dalam hal satelit Indonesia telah mencapai akhir masa operasinya atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan rencana penggunaannya (anomali), penyelenggara satelit Indonesia wajib:

a. membuang satelit telekomunikasi dari lokasi orbitnya (deorbit), yang dilaksanakan sesuai ketentuan ITU; atau

b. memindahkan satelit telekomunikasi ke lokasi orbit satelit lain sepanjang memungkinkan. 

(2)  Dalam hal satelit akan dipindahkan ke orbit satelit lain yang merupakan orbit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia, wajib mengikuti ketentuan pendaftaran penggunaan slot orbit (filing) sebagaimana  diatur dalam Peraturan ini. 

Bagian Kesembilan

Biaya Hak Penggunaan Orbit Satelit

Pasal 27

(1) 
Biaya Hak Penggunaan (BHP) orbit satelit dikenakan kepada calon penyelenggara satelit Indonesia dalam proses seleksi pemanfaatan pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) yang telah dialokasikan oleh ITU kepada Indonesia.

(2) 
Pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) yang diberikan ITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendaftaran satelit pada pita yang telah direncanakan untuk Dinas Tetap Satelit (Fixed Satellite Service) dengan jangkauan wilayah Indonesia, yang  ditentukan dalam Peraturan Radio ITU (Appendiks 30B);

b. pendaftaran satelit pada pita yang telah direncanakan untuk Dinas Siaran Satelit (Satellite Broadcast Service) dengan jangkauan teritori Indonesia, yang ditentukan dalam Peraturan Radio ITU (Appendiks 30 dan 30A).

(3) 
BHP orbit satelit wajib dibayar di muka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)
Metoda seleksi pemanfaatan pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) satelit yang telah dialokasikan oleh ITU kepada Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
Bagian Kesepuluh

Biaya Pendaftaran Penggunaan Slot Orbit Satelit (Filing)
Pasal 28

(1) Calon penyelenggara satelit Indonesia wajib membayar biaya pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filing) ke ITU yang besarnya ditetapkan oleh ITU.

(2) Dalam hal terjadi pencabutan dan atau pengalihan hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filling), biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diminta kembali.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan hak atas pendaftaran penggunaan slot orbit satelit (filling), calon penyelenggara satelit lain yang akan diberi hak dimaksud  wajib membayar biaya pendaftaran satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

Ketentuan Lain-Lain

Bagian Pertama

BAB IV

Ketentuan Peralihan

Dengan berlakunya Peraturan ini, penyelenggara telekomunikasi yang telah menggunakan orbit satelit tetap dapat melakukan kegiatannya, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (lima) bulan sejak berlakunya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

Penyelenggara satelit Indonesia yang telah melakukan pembelian satelit di orbit (in orbit acquisition) atau menggunakan satelit yang diluncurkan oleh administrasi negara lain, dilarang membuat perjanjian yang akibatnya terjadi pengalihan tanggung jawab negara (state liability and responsibility) atas satelit tersebut kepada Administrasi Telekomunikasi Indonesia.

BAB V

Penutup

Dengan berlakunya Peraturan ini, ketentuan BAB III Pasal 10 sampai dengan Pasal 24  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO//8/ 2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit, serta pasal-pasal perubahan dan tambahannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 37/P/M.KOMINFO//12/2006 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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